ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul Hak — Hak Istri
Pasca Cerai Talak  Raj’i (Analisis Yuridis  Putusan No.
1781/Pdt.G/2014/PA.Thn.). Rumusan masalah adalah  Bagaimana putusan
perkara No. 1781/ Pdt.G/ 2014/ PA. Tbn. Pengadilan Agama Tuban tentang
nafkah idah dan mut’ah? Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama
Tuban dalam memutuskan perkara No.1781/ Pdt.G/2014/PA.Tbn tentang nafkah
idah dan mut’ah ?

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif (kualitatif)
karena dalam penelitian ini tidak berhubungan dengan angka-angka. Data
penelitian dihimpun melalui wawancara dan studi dokumentasi yang selanjutnya
dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif deduktif.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa: majelis hakim tidak membebankan
kepada suami sebagai pemohon untuk memberikan nafkah idah dan mut’ah
kepada istri sebagai termohon, majelis hakim hanya memutuskan untuk
menjatuhkan ikrar cerai talak raj’i , dan hakim berpendapat bahwa istri yang
merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh suami itu termasuk perbuatan
nusyuz. Hakim tidak memberikan nafkah idah dan mut’ah kepada termohon serta
tidak menggunakan hak ex officio beralasan karena perkara ini kasuistik dan
termohon tidak menuntut nafkah idah dan mut’ah. Termohon tidak
mempermasalahkan atas merasa kurang nafkah yang diberikan oleh suami.karena
suami mempunyai tanggungan yang harus dibayar, meskipun dalam persidangan
tidak terungkap tanggungan apa yang dimiliki oleh pemohon. Dasar hukum
tentang hak ex officio diatur dalam pasal 27 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970 yang
diamandemen pasal 5 ayat 1 UU No. 48 tahun 1989 tentang kewajiban
kehakiman dalam memutuskan perkara dengan adil sesuai dengan kondisi
masyarakat sekarang.dalam pasal 41 huruf ¢ UU No. 1 tahun 1974 bahwa
pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya
penghidupan untuk mantan istrinya.dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 241
dijelaskan agar wanita yang yang diceraikan suaminya untuk diberikan mut’ah
dan nafkah idah.

Melihat putusan perkara tersebut seharusnya hakim membebani kepada
pemohon untuk memberikan nafkah idah dan mut’ah kepada termohon, meskipu
dalam persidangan termohon tidak menuntutnya. Dan majelis hakim seharusnya
dalam memutusakn perkara juga menggunakan hak ex officio dengan baik.
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